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2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini mengangkat tema mengenai praktik pengelolaan sumber 
daya air. Peneliti juga memerlukan referensi berbagai macam penelitian yang 
sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menambah informasi 
serta wawasan peneliti mengenai praktik pengelolaan sumber daya air. 
Penelitian pertama oleh Muniroh (2013) mengenai pengelolaan sumber daya 
air sebagai upaya pemenuhan hak warga negara atas air yang bersih dan sehat 
(studi di Kota Surakarta). Muniroh menemukan bahwa kota Surakarta dalam 
kenyataannya yang khususnya tinggal di daerah perkampungan kumuh dekat 
dengan aliran sungai yang tercemar yakni di Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta mengalami tingkat penurunan kuantitas dan kualitas air, mengingat 
daerah tersebut merupakan daerah di tengah Kota dan berpenduduk padat, 
dengan demikian pasokan air bersih dan sehat semakin menurun ditambah 
pula daerah tersebut dekat dengan sungai yang mengalami pencemaran air 
(Muniroh,2013: 4). 
Muniroh (2013: 46) menyatakan bahwa Kota Surakarta dikenal dengan 
kota yang mengalami perkembangan pesat dan minimnya sumber baku air 
yang hanya mengandalkan satu-satunya dari sungai Bengawan Solo yang saat 
ini telah tercemar oleh limbah maupun sampah. Sumber daya air akan sangat 





semakin banyak apabila tidak diimbangi dengan kuantitas air dan kualitas air 
sehingga menyebabkan berkurangnya pemenuhan hak warga negara akan air 
bersih dan sehat. PDAM belum mampu mengelola air dengan baik dilihat 
dengan tersendatnya distribusi air sehingga warga Surakarta mengalami 
masalah kekurangan air bersih. Adapun tugas dari Balai Besar Wilayah 
sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Kota Surakarta dalam pengelolaan air belum secara menyeluruh dan merata. 
Asriandy (2016) meneliti strategi pengembangan obyek wisata air terjun 
Bissapu di Kabupaten Bantaeng.Asriandy (2016: 2-3) menemukan obyek 
wisata air terjun Bissapu kurang terawat dan ini terlihat dari akses jalan 
menuju lokasi titik air terjun. Akses berupa jalan setapak tanpa ada pembatas 
jalan hal ini sangat membahayakan bagi pengunjung wisata di karenakan 
terdapat jurang yang curam disisi kiri akses jalan tersebut. Dalam hal ini 
pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Bantaeng dapat mengambil langkah dalam menuntaskan masalah akses jalan 
maupun perawatan di sekitar lokasi air terjun Bissapu dengan langkah strategi 
yang dirumuskan. 
Jika Asriandy (2016) meneliti strategi pengembangan obyek wisata air 
terjun bissapu hanya sebatas pada strategi pengembangan yang dilakukan 
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng saja, maka 
penelitian ini meneliti tentang praktik sosial yang dilakukan oleh pemerintah 
Desa Karangsuko dan BPSAB&S dalam mengelola sumber daya air Sumber 





berbeda antara pemerintah Desa Karangsuko yang mengelola sumber daya air 
sebagai obyek wisata dan BPSAB&S mengelola sumber daya air sebagai 
sarana pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi warga. 
Guswan (2015) meneliti strategi pengembangan kawasan pariwisata 
Tanjung Bira oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. 
Tanjung Bira merupakan salah satu obyek wisata menawan yang terletak di 
daerah Bulukumba. Wisata Tanjung Bira menawarkan keeksotisan pantai 
berpasir putih dengan panorama yang menakjubkan. Namun kondisi obyek 
wisata Tanjung Bira masih dihadapkan dengan permasalahan seperti 
infrastruktur akses jalan darat dan penanganan air bersih. Kondisi jalan masih 
rusak parah mengakibatkan rawan kecelakaan bagi pengendara motor. 
Pengananan air bersih juga masih minim karena air bersih sulit ditemukan di 
kawasan pantai Tanjung Bira hal ini menjadi tanggung jawab bagi pihak 
pengelola wisata. 
Guswan (2015: 5) menemukan bahwa strategi pengembangan wisata 
Tanjung Bira yang dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Bulukumba selama kurun waktu terakhir masih belum berjalan optimal. 
Penyebabnya secara umum karena pengembangan strategi yang dimaksud 
terletak pada evaluasi dan pengendalian yang tidak efektif dan komprehensif. 
Masih dibutuhkan adanya solusi dari berbagai permasalahan yang ada di 
kawasan wisata Tanjung Bira agar dapat menarik wisatawan untuk 
berkunjung.Solusi yang dimaksud adalah perencanaan dan perumusan strategi 





menentukan strategi yanga tepat, kemudian memasuki tahap implementasi 
dan selanjutnya evaluasi. Strategi dilaksanakan oleh pemerintah ataupun 
dinas terkait dalam mengembangkan kawasan wisata Tanjung Bira agar tidak 
kalah saing dengan wisata lainnya yang berada di daerah Bulukumba. 
Guswan (2015) dengan menggunakan konsep model strategi 
pengembangan Hunger dan Wheleen dengan pendekatan (1) Pengamatan 
Lingkungan (2) Perumusan Strategi (3) Implementasi Strategi (4) Evaluasi 
Strategi. Dengan pendekatan tersebut digunakan untuk melihat daya saing 
kawasan wisata Tanjung Bira. Penelitian ini melihat fokus pada praktik sosial 
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsuko dan BPSAB&S dalam 
mengelola sumber daya air Sumber Maron. Nantinya dilihat melalui praktik 
sosial yang dilakukan dengan cara berbeda antara pemerintah Desa 
Karangsuko yang mengelola sumber daya air sebagai obyek wisata dan 
BPSAB&S mengelola sumber daya air sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 
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2.2 Definisi Konseptual 
2.2.1 Pengelolaan Wisata  
 
Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan 
terjemahan dari bahasa Italia yaitu menegiare yaitu yang artinya menangani 
alat-alat, berasal dari bahasa latin manus yang artinya tangan.Dalam bahasa 
Prancis terdapat kata mesnagement yang kemudian menjadi management. 
Management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 
manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai 
persamaan arti dan kandungan. Antara manajemen dan pengelolaan memiliki 
tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. 
Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara 
pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi. 
Pengelolaan menurut Leiper (1990:256) adalah pada seperangkat peranan 
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk 
kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi 
pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Planning (perencanaan) 
2. Directing (mengarahkan) 
3. Organizing (koordinasi) 
4. Controlling (pengawasan) 
Follet dalam Leiper (1990: 256) menekankan bahwa koordinasi 
merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus dipisahkan dan 
memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi merujuk kepada 





perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan informasi tersebut secara 
sistematis ke dalam semua fungsi pengelolaan yang diterjemahkan secara 
nyata dalam kegiatan pengarahan (directing), perencanaan (planning), dan 
pengawasan (controlling). 
Pengelolaan yang baik dan efektif memerlukan penguasaan atas orang-
orang yang akan dikelola. Seorang pengelola dapat mengelola input, proses,  
dan output dari sistem organisasinya namun tidak dapat mengelola dan 
mengontrol faktor-faktor yang berada di luar organisasi meski faktor-faktor 
tersebut ikut menentukan bagaimana organisasi tersebut berjalan. Cakupan 
dan batasan dari pengelolaan tergantung pada sistem organisasi di mana 
kekuasaan pengelolaan diterapkan. 
Pengelolaan pariwisata harus memiliki prinsip-prinsip pengelolaan yang 
menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai 
sosial. Wisatawan tidak hanya menikmati kegiatan wisatanya namun juga 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Cox (dalam 
Dowling dan Fennel, 2003: 2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan 
prinsip-prinsip berikut: 
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 
kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan 
peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 
2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang 





3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah 
budaya lokal. 
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 
lingkungan lokal. 
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan 
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, 
tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas 
pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying opacity) 
lingkungan alam atau penerimaan sosial walaupun di sisi lain mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Proses dalam memberikan pengawasan, pembuatan kebijakan dan rencana 
atau tujuan yang ingin dicapai dimana kegiatan tersebut dilakukan melalui 
orang lain merupakan prinsip/pengertian dari istilah manajemen. Manajemen 
dalam prosesnya berlangsung melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 
pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 
melakukan serangkaian kerja dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Definisi 
pengelolaan oleh para ahli terdapat beberapa perbedaan. Hal ini disebabkan 
karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda. Ada 
yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan 
pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya 





Konsep pengelolaan daya tarik wisata hendaknya didasarkan atas model 
pengelolaan yang melibatkan pemangku kepentingan di lokasi daya tarik 
wisata yang bersangkutan dalam suatu wadah lembaga pengelola daya tarik 
wisata. Pengelolaan suatu daya tarik wisata merupakan hal penting dilakukan 
untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Konsep pengelolaan sumber daya air (dalam Samidjo, 2014: 44) 
mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian 
sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan 
waktu serta komponen mutu dan komponen volume pada suatu wilayah untuk 
memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup. Pengelolaan sumber 
daya air yang berkelanjutan merupakan suatu sistem dalam rangka upaya 
membentuk lingkungan hidup yang serasi dan lestari serta memenuhi 
kebutuhan secara terus menerus.  
Pengelolaan wisata dan sumber daya air ini seperti yang dilakukan oleh 
pihak Pemerintah Desa Karangsuko dalam mengelola Sumber Maron. 
Pemerintah Desa Karangsuko berupaya meningkatkan potensi wisata Sumber 
Maron agar lebih berkembang dengan baik dan terkelola secara administratif. 
Dengan membentuk aktor-aktor pengelolaan wisata yakni pengelola wisata, 
paguyuban pedagang dan paguyuban parkir wisata Sumber Maron. 
 
2.2.2 Praktik Sosial Pengelolaan Wisata 
Praktik sosial pengelolaan wisata menurut Giddens adalah suatu tindakan 





terjadi secara rekursif (berulang) kemudian diciptakan oleh aktor melalui alat-
alat yang mereka gunakan untuk mengekspresikan dirinya sendiri sebagai 
aktor atau agen dalam pengelolaan wisata Sumber Maron. Agen-agen yang 
terlibat dalam pengelolaan air Sumber Maron mencakup kategori expert agent 
dan lay agent.  Dalam (Giddens, 2003) expert agent adalah agen yang mampu 
memberikan sederet kekuasaan kausal melalui pengaruh-pengaruh kekuasaan 
yang disebarkan ke orang lain atau kelompok lain. Sedangkan lay agent 
adalah agen yang dapat dipengaruhi oleh expert agent sehingga lay agent 
berfungsi sebagai  pendukung tindakan dari expert agent.  
 
2.3 Kerangka Teori 
2.3.1 Praktik Sosial Dalam Teori Strukturasi Anthony Giddens 
 
Anthony Giddens adalah teoritis sosial Inggris dan salah seorang dari 
sedikit teoritisi yang sangat berpengaruh di dunia. Giddens lahir 18 Januari 
1938 (Clark, Modgil dan Modgil, 1990). Giddens menghasilkan buku yang 
berjudul The Class Structure of Advanced Societies (1975). Pemikiran 
Giddens mengenai interplay antara struktur dan agensi dalam teori ini 
memiliki kesamaan dengan konsep codetermination antara perkembangan 
teknologi dan praktik-praktik sosial dalam perspektif determinasi sosial. 
Integrasi antara agen dan struktur ini diterjemahkan Giddens dalam konsep 
dualitas struktur sebagai kontra bagi dualisme. 
Latar belakang Giddens menciptakan teori strukturasi sebagai jalan keluar 
untuk menyelesaikan pertentangan antara struktur fungsional (terjebak pada 





sebagai imperalisme subjek). Giddens mencoba mencari keterikatan masalah 
yang terjadi diantara dua aliran yang berkaitan dengan tindakan manusia 
karena dorongan eksternal berdasarkan suatu tujuan oleh pelaksanaan 
tindakan manusia. Gidden menyatakan demikian, melanjutkan bahwa struktur 
bukan bersifat eksternal akan tetapi lebih bersifat internal bagi individu. 
Dengan internal bermaksud seorang individu atau agen akan memiliki andil 
yang sengaja sebagai alat pengontrol suatu struktur.  
Teori strukturasi merupakan pendekatan sosio kultural terhadap teori 
komunikasi menunjukan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, 
dan peraturan yang dijalankan secara interaktif. Tradisi ini memfokuskan diri 
pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia daripada karakteristik individu 
atau model mental. Interaksi merupakan proses dan tempat makna, peran, 
peraturan, serta nilai budaya yang dijalankan. Strukturasi merupakan proses 
terhadap konsekuensi tindakan yang telah menciptakan norma, aturan, peran, 
atau struktur sosial lainnya yang akan menghambat atau mempengaruhi 
tindakan manusia dan pandangan di masa depan. Struktur merupakan 
seperangkat aturan (rule) dan sumber daya (resource) atau seperangkat 
hubungan transformasi yang diorganisasikan secara rekursif sebagai sifat-
sifat sosial. Giddens (1984) menyebutkan pendekatan sosiologi interpretatif 
sebagai imperialisme subyek atas obyek, sementara strukturalisme dan 
fungsionalisme disebutnya imperialisme obyek sosial (Giddens, 2003). 
Kajian ilmu-ilmu sosial adalah pertemuan diantara kedua kubu dalam 





dalam praktik-praktik sosial yang ditata menurut ruang dan waktu dan 
berlangsung secara rekursif atau berulang-ulang (Giddens, 2003). Gidden 
(1984) setuju bahwa riset sosial selalu berkaitan dengan hubungan antara 
tindakan (agensi) dan struktur, tetapi bukan berarti struktur yang menentukan 
tindakan atau sebaliknya. Struktur hanya dapat terwujud karena adanya aturan 
(rules) dan sumber daya (resources). Fenomena sosial sebagai hasil dari prak-
tik-praktik sosial oleh agen memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi 
struktur (Ritzer & Goodman, 2007). 
Manusia sebagai agen dalam konteks Giddens berkesan sebagai agen yang 
aktif, dalam arti selalu memiliki alasan dan kesadaran dalam melakukan 
aktivitas-aktivitasnya. Giddens juga menjelaskan bahwa bentuk kesadaran 
yang dimaksud memiliki dua dimensi yaitu; kesadaran diskursif dan 
kesadaran praktis. Garis antara kesadaran diskursif dan praktis berfluktuasi 
dan dapat ditembus antara satu dan lainnya. Ini bisa kita lihat misalnya saat 
mengamati pengalaman agen-agen individu dalam konteks aktivitas sosial 
yang berbeda (Giddens, 2003). Sebagai agen, aktor-aktor sosial biasanya akan 
mampu menjelaskan sebagian besar hal-hal yang mereka lakukan jika 
memang diminta (Giddens, 2003). Namun kita biasanya tidak akan menanyai 
orang lain tentang alasan dia melakukan aktivitas yang sifatnya konvensional 
bagi kelompok atau budaya yang dia dan kita sendiri menjadi anggotanya 
(Giddens, 2003). Agen biasanya melakukan pengamatan terhadap praktik 
sosial dan kondisi yang memungkinkan praktik sosial yang lazim dilakukan 





diskursif alasan praktik sosial yang dilakukan, jarang sekali seorang agen 
menanyakan pada agen lain tentang alasan praktik sosial yang sudah menjadi 
konvensi (Giddens, 2003).  
 
2.3.2 Kesadaran Praktis, Diskursif dan Motif tak sadar 
Gagasan kesadaran praktis merupakan dasar bagi teori strukturasi 
(Giddens, 2003). Batas kesadaran praktis dengan kesadaran diskursif dapat 
diubah oleh banyak aspek sosialisasi dan pengalaman belajar agen. Antara 
kesadaran praktis dan diskursif tidak ada batasan, hanya ada perbedaan-
perbedaan antara apa yang bisa dikatakan dan apa yang secara khas bisa 
dilakukan (Giddens, 2003). Agen, menurut Giddens adalah aktor yang 
berpengetahuan dan selalu berusaha melakukan rasionalisasi atas tindakan-
tindakannya. Menjadi manusia kata Giddens adalah menjadi agen yang 
bertujuan. Untuk itu manusia sebagai agen selalu memonitor tindakan-
tindakannya melalui proses yang disebut Giddens sebagai reflexive 
monitoring of action atau pemantauan reflektif atas tindakan. Pada proses 
pemantauan reflektif ini agen menilai aspek-aspek sosial dan fisik dimana 
agen terlibat dalam tindakan. Hasil refleksifitas itu digunakan agen untuk 
melakukan rasionalisasi tindakan atau menentukan tindakan-tindakan dimasa 
depan. Gelas yang jatuh dan tumpah dianggap merupakan tindakan agensi 
karena peristiwa itu tidak akan terjadi bila tidak ada campur tangan agen yang 





Pada konsep dualitas, tindakan-tindakan agen yang berulang-ulang akan 
menciptakan suatu pola atau jejak memori yang memungkinkan tersedianya 
kondisi dimana tindakan serupa dapat dilakukan oleh agen-agen lain. Struktur 
dalam konsepsi Giddens itu hadir hanya dalam perwujudan melalui praktik-
praktik tertentu dan sebagai jejak memori yang berorientasi pada perilaku 
manusia sebagai agen yang berpengetahuan (knowledgeable human agent) 
(Giddens, 2003). Struktur sebagai jejak memori dan perwujudan praktik-
praktik yang berulang ini menjadi sesuatu yang membatasi (constraint) tapi 
sekaligus juga memungkinkan (enabler) tindakan-tindakan dikemudian hari 
(Giddens, 1984) dalam (Ritzer & Goodman, 2007). Struktur disini berperan 
sebagai medium sekaligus hasil dari praktik sosial yang berulang dan 
terorganisir (Ritzer & Goodman, 2007). 
Gagasan teori ini diterapkan ke dalam komunikasi organisasi. Organisasi 
yang memiliki struktur anggota (dipimpin dan memimpin). Struktur 
merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Teori 
strukturasi mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan sebagai agen 
yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam 
tatanan sosial yang mapan. Jadi agen mampu untuk merubah dan 
menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari 
struktur yang sudah ada sebelumya.  
Dalam teori strukturasi, agen memiliki tiga tingkatan kesadaran:  
1. Kesadaran diskursif (discursive consciousness). Kesadaran diskursif 





menjelaskan dengan ekspresi verbal mengenai kondisi-kondisi sosial, 
khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri.  
2. Kesadaran praktis (practical consciousness). Berbeda dengan kesadaran 
diskursif ialah perihal kondisi sosial dari tindakan agen. Agen 
mengetahui jelas apa yang terjadi dalam lingkup sosial terlebih yang 
menjadi tindakannya.   
3. Motif atau kognisi tak sadar (unconscious motives/cognition). Agen 
selalu mengarah kepada potensi tindakan yang dilakukan. Lebih kepada 
potensialnya daripada cara pelaksanaan, asalkan berkaitan dengan 
tindakan walaupun diluar situasi yang biasa sebagai rutinitas. Sebagian 
besar dari tindakan-tindakan agen sehari-hari tidaklah secara langsung 
dilandaskan pada motivasi tertentu.  
  Pengaruh kesadaran dalam teori sosial sangat penting dipelajari dan 
dipahami. Pengaruh kesadaran para aktor ada berbagai macam bentuk atau 
sifatnya. Kesadaran ini yang nantinya menghasilkan praktik sosial 
Pemerintah Desa Karangsuko dan BPSAB&S melalui surat keputusan (SK) 
No.188.45/2/ KEP/35.07.33.2009/2016 sebagai aturan yang telah disepakati 
bersama dalam pengelolaan Sumber Maron antara dua pihak tersebut dan 
upaya implementasinya yang dijalankan terus-menerus dalam pengelolaan 
sumber air Sumber Maron. 
Dalam penelitian ini, agen tentu memiliki kesadaran yang berbeda-beda 
dalam keputusan yang telah disepakati, perubahan yang terjadi dalam 





Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi 
mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri (Priyono,2002:28). 
Agen sadar atas tindakan sosial yang dilakukan, tetapi disisi lain ia menyadari 
bahwa ia tak sadar. Pada penelitian ini dua pihak telah menyepakati 
keputusan dalam pengelolaan sumber air Sumber Maron. Mereka membagi 
pengelolaan Sumber Maron menjadi dua pihak dengan SK yang sudah 
dikeluarkan oleh desa.  
Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas merefleksikan dan 
memberikan penjelasan rinci atas tindakan agen. Contohnya mengapa 
pengelolaan wisata Sumber Maron dikelola dalam BUMDES.  
 
2.3.3 Skemata Signifikasi-Dominasi-Legitimasi 
Aspek pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasinya seperti 
bagaimana teori strukturasi memahami konsep kekuasaan dan relevansi 
antara kekuasaan dengan perubahan sosial. Menurut Giddens bahwa, 
kekuasaan merupakan kapasitas internal yang melekat pada agen dalam 
bertindak baik dengan motif biasa ataupun berubah. Kekuasaan juga sebagai 
bahan transformatif tersendiri oleh agen. Ruang kekuasaan muncul dalam 
suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial pada agen untuk terlibat 
langsung dalam praktik sosial. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus 
melainkan tindakan rutin dengan alasan motif tertentu tujuan bersama serta 





dari ketidaksamaan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber 
daya yang ada.   
Menurut Barker (2011),  Strukturasi mengandung tiga dimensi yaitu sebagai 
berikut:  
- Pemahaman (interpretation / understanding), yaitu menyatakan cara agen 
 memahami sesuatu.  
- Moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana 
 seharusnya sesuatu itu dilakukan.  
- Kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu 
 keinginan.  
Tujuan fundamental teori strukturasi adalah menjelaskan hubungan saling 
memengaruhi antara agen dan struktur. Seluruh tindakan sosial memerlukan 
struktur dan seluruh struktur membutuhkan tindakan sosial (Ritzer & 
Goodman, 2007). Sementara itu dalam konteks dualisme, agen dan struktur 
merupakan dua hal yang terpisah dan cenderung bertentangan. Konsep dari 
strukturasi Giddens adalah berdasarkan pemikiran bahwa konstitusi agen dan 
struktur bukan merupakan kumpulan dua fenomena biasa yang berdiri sendiri 
(dualisme), tetapi mencerminkan dualitas (Ritzer dan Goodman, 2003). 
Strukturasi menurut Giddens meliputi hubungan dialektika antara agen dan 
struktur. Struktur dan keagenan adalah dualitas, struktur tidak akan ada tanpa 
agen demikian pula sebaliknya. Teori strukturasi dari Giddens ini dianggap 
relevan untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan permasalahan 





melalui pengelola wisata, paguyuban pedagang, paguyuban parkir selaku 
pengelola resmi dengan BPSAB&S dalam mengelola sumber daya air 
Sumber Maron. 
Struktur S-D-L (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi) memiliki sifat yang 
dinamis, artinya posisi S-D-L dapat diubah-ubah tergantung institusi mana 
yang lebih kuat mempengaruhi dalam praktik sosial tertentu. Penjabaran pada 
posisi S-D-L berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan 
bahwa terdapat posisi legitimasi terlebih dahulu muncul dalam hal 
pengelolaan sumber daya air Sumber Maron, kemudian dikuti dengan 
dominasi yang menyangkut posisi kekuatan di antara agen dan aktor-aktor 
pengelola wisata Sumber Maron dan signifikasi  atau penandaan yang 
menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. 
 
2.3.4 Ruang dan Waktu 
Dualitas struktur merupakan dasar hubungan reproduksi sosial dalam 
ruang dan waktu. Dalam reproduksi yang terjadi dalam ruang dan waktu 
berkaitan dengan hubungan agen dan struktur kemudian membentuk agen dan 
struktur baru. Ruang merupakan tempat perjumpaan agen melalui interaksi 
serta tempat terjadinya tindakan sosial. Sementara waktu adalah momentum 
tindakan yang terjadi berulang-ulang (Giddens, 2010: 128). Diketahui bahwa 
ruang dan waktu dalam teori strukturasi merupakan hal yang penting 





agen dan struktur membentuk hubungan dualitas maka ruang dan waktu 
berperan dalam mengekang rutinitas agen dan struktur. 
Penjelasan menggunakan konsepsi perjumpaan ruang dan waktu pada 
praktik sosial yang dilakukan antara pemerintah Desa Karangsuko dengan 
pembentukan aktor-aktor untuk mengelola wisata Sumber Maron. Potensi 
wisata yang ada di Sumber Maron diharapkan menjadi  
  Dalam konsepsi perjumaan ruang dan waktu pada praktik sosial penge 
lolaan wisata Sumber Maron, pihak Pemerintah Desa Karangsuko dan aktor-
aktor pengelola wisata sering mengadakan rapat koordinasi di Balai Desa 
Karangsuko dengan mengundang aktor-aktor pengelola wisata untuk 
sosialisasi BUMDES dan juga penanaman pemahaman tentang 
POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dengan tujuan pengelola wisata 







Kemenangan Pemerintah Desa Karangsuko atas sengketa wisata Sumber Maron dengan  
SK Pengelola Sumber Maron th 2016 
 
SUMBER DAYA AIR 
SUMBER MARON 
PRAKTIK SOSIAL PENGELOLAAN WISATA SUMBER MARON  
 Signifikasi 
Wacana pemerintah dalam 
pengelolaan  wisata sesuai UU 
pengelolaan potensi desa  
dijadikan bagian dari 
BUMDES membuat 
Pemerintah  Desa  
Karangsuko mengelola wisata 
Sumber Maron dalam bagian 
BUMDES 
Dominasi 
Dominasi Ekonomi : Pendapatan 
wisata Sumber Maron  
 
Dominasi Politik :   Pembentukan 
BUMDES dan pengelola wisata 
Sumber Maron  
Legitimasi 
 Pembagian pendapatan  wisata 
sesuai aturan dalam BUMDES 
yang terbagi untuk pengelola  
wisata dan BUMDES 
 Sering mengadakan rapat 




Pengelolaan Wisata Sumber Maron 
Agen 







Adapun maksud kerangka berfikir diatas ialah, dengan teori Strukturasi 
oleh Giddens peneliti meneliti praktik sosial dari pengelolaan resmi wisata 
Sumber Maron Pemerintah Desa Karangsuko, dengan pembentukan aktor-
aktor kemudian menguasai dalam pengelolaan wisata Sumber Maron dalam 
pengelolaan BUMDES. Peneliti membuat alur berpikir dalam pengelolaan 
wisata  Sumber Maron. Setelah melakukan observasi di lapangan, peneliti 
menghubungkan kondisi realitas di lapangan dengan teori strukturasi 
Anthony Giddens. Peneliti menggunakan 3 skemata struktural  dengan posisi 
S-D-L (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi). 
Terbentuknya pengelolaa wisata pasca sengketa dengan BPSAB&S yakni 
pemerintah Desa Karangsuko sebagai agen dikaitkan dengan motif kesadaran. 
Bagaimana agen menciptakan posisi kesadaran dalam pengelolaan wisata. 
Dalam penelitian ini motif kesadaran sangat penting untuk melihat tindakan 
agen tersebut bersepakat untuk mengelola wisata Sumber Maron. Tentunya 
banyak aturan yang telah berubah dulu dan sekarang. Ada tiga kesadaran 
yang ada pada teori strukturasi Giddens yaitu kesadaran praktis, motif tak 
sadar dan kesadaran diskursif. 
Pemerintah Desa Karangsuko mampu menjelaskan pengelolaan wisata 
dengan tujuan sebagai BUMDES agar wisata Sumber Maron berkembang 
mandiri dan hasil dari wisata bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat 
Karangsuko. Hasil dari proses S-D-L dan motif kesadaran diskursif 
menciptakan sebuah praktik sosial dalam pengelolaan wisata Sumber Maron 






berulang dan terus menerus, interaksi terjadi dalam  ruang dan waktu dalam 
pengelolaan sumber daya air Sumber Maron oleh dua agen tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
